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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 

DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN (STUDI DI KECAMATAN 

WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS) 

 

Oleh: 

Risandi Koswara 

 

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya pemerintah Indonesia 

dalam memutus rantai kemiskinan di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu 

di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. PKH adalah bantuan sosial bersyarat 

yang diperuntukan untuk masyarakat miskin. Kebijakan ini sudah di implementasikan 

di Kecamatan Wonosobo sejak tahun 2012, namun dalam implementasinya masih 

ditemui beberapa masalah yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk menganalisis ketercapaian implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai 

kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dan mengidentifikasi 

faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang dikaji menggunakan indikator 

implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam penelitian ini peneliti 

mendapatkan data melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Wonosobo 

sudah berjalan dengan cukup baik, implementor sudah menjalankan tugasnya sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan PKH, dan kebijakan ini dapat memutus rantai 

kemiskinan karena adanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yang 

dapat mengubah pola pikir keluarga penerima manfaat. Namun masih terdapat 

beberapa masalah yang harus diperbaiki, masalah tersebut diantaranya yaitu masih 

kurangnya jumlah SDM PKH, jarang dilakukannya kegiatan pendampingan/P2K2, dan 

masih kurangnya dukungan finansial untuk implementor. 

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), kemiskinan 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) POLICY IN 

BREAKING THE POVERTY CHAIN (STUDY IN WONOSOBO DISTRICT 

TANGGAMUS REGENCY) 

 

By: 

Risandi Koswara 

 

The Family Hope Program (PKH) policy is an effort by the Indonesian government to 

break the chain of poverty in all regions of Indonesia, one of which is in Wonosobo 

District, Tanggamus Regency. PKH is conditional social assistance intended for 

people experiencing poverty. This policy has been implemented in Wonosobo District 

since 2012, but in its implementation, there are still some things that need to be fixed 

in the field. This study aimed to analyze the achievement of PKH policy implementation 

in breaking the poverty chain in Wonosobo District, Tanggamus Regency, and identify 

the supporting and inhibiting factors. This study used a qualitative approach with a 

descriptive research type that was studied using the Van Meter and Van Horn model 

of policy implementation indicators. Researchers obtained data through observation, 

interviews, and documentation in this study. Based on the research results on the PKH 

policy implementation in Wonosobo District, it has been going quite well. The 

implementers have carried out their duties according to the PKH implementation 

guidelines, and this policy can break the poverty chain because of family capacity-

building meetings (P2K2), which can change the mindset of beneficiary families. 

However, several problems still need to be fixed, including the lack of PKH human 

resources, the infrequent assistance/P2K2 activities, and the lack of financial support 

for implementers 

Keywords: Policy implementation, Family Hope Program (PKH), poverty 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh provinsi dan daerah di 

Indonesia, salah satunya termasuk Provinsi Lampung. Menurut Supriatna (1997) 

dalam Takaredase et al., (2019) kemiskinan merupakan suatu situasi yang serba 

terbatas, situasi tersebut bukan kehendak dari orang yang bersangkutan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan rantai kemiskinan adalah suatu konsep yang 

menjelaskan bagaimana kemiskinan dapat ditransmisikan atau diwariskan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep ini menggambarkan bahwa 

kemiskinan bukan hanya masalah individu atau keluarga, tetapi juga merupakan 

hasil dari faktor-faktor sistemik yang berinteraksi satu sama lain. Menurut Auliyah 

(2013) dalam Permana et al., (2018) kemiskinan juga dapat menciptakan 

multiplier effect atau efek yang cenderung menyebar untuk kehidupan masyarakat 

secara keseluruhan, yang mana kebutuhan dasar masyarakat tidak dapat dipenuhi. 

Sehingga berbagai macam persoalan kemiskinan membutuhkan upaya pencegahan 

dan penyelesaian yang lengkap dan menyeluruh, mencakup keanekaragaman 

aspek kehidupan dalam masyarakat, serta dilaksankan secara terpadu dengan baik.  

Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yaitu taraf pendidikan yang 

masih rendah. Pendidikan menjadi sangat penting dalam membantu seseorang 

untuk keluar dari rantai kemiskinan, karena dengan menempuh pendidikan yang 

tinggi, maka akan mengubah pola pikir, meningkatkan keterampilan, dan dapat 

berkembang melalui ilmu pengetahuan. Selain itu faktor lain yang menyebabkan 

kemiskinan yaitu faktor kesehatan yang rendah. Masyarakat yang sehat akan lebih 

produktif dibandingkan masyarakat yang sering mengalami sakit, karena 
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masyarakat yang sehat dapat melakukan pekerjaan dengan baik, menempuh 

pendidikan tinggi, dan dapat melakukan kegiatan positif lainnya (Yulizar, 2022). 

Provinsi Lampung sendiri menurut Badan Pusat Statistik, pada bulan September 

2022 jumlah penduduk yang tercatat ada di bawah garis kemiskinan yaitu 

mencapai 995.59 ribu jiwa atau 11,44% dari jumlah total penduduk di Provinsi 

Lampung yang menyebar diberbagai kabupaten yang ada (BPS Provinsi Lampung, 

2023). Sedangkan di Kabupaten Tanggamus sendiri total jumlah penduduk pada 

tahun 2022 yaitu sebanyak 652.898 ribu jiwa, dan jumlah penduduk yang tercatat 

ada dibawah garis kemiskinan yaitu sebesar 67.43 ribu jiwa yang menyebar ke-20 

kecamatan (BPS Kabupaten Tanggamus, 2022a). 

Sebagai upaya dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah 

membuat kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah di 

implementasikan sejak tahun 2007. Adapun di Provinsi Lampung PKH ini telah 

diimplementasikan sejak tahun 2011 dan di Kabupaten Tanggamus PKH telah 

diimplementasikan sejak tahun 2012. 

PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang dinaungi oleh Kementrian Sosial, 

program ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki komponen peserta PKH, 

dan selanjutnya ditetapkan menjadi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Tujuan dari 

PKH yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan 

pendapatan keluarga dan mengurangi beban pengeluaran, menciptakan perubahan 

perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat, dan meningkatkan taraf 

hidup keluarga penerima manfaat dengan cara memberikan akses layanan 

pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Adapun kriteria penerima 

bantuan PKH meliputi tiga komponen yaitu, Komponen kesehatan yang meliputi 

ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan yang meliputi SD/MI 

atau sederajat, SMP/MTS atau sederajat, SMA/MA atau sederajat, dan komponen 
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kesejahteraan sosial yang meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun & 

penyandang disabilitas (Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2021). 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

PKH yaitu mengikuti pendampingan dan memenuhi kewajiban sesuai komponen. 

Pendampingan untuk KPM PKH bertujuan untuk mencapai salah satu tujuan PKH, 

yaitu menciptakan kemandirian dan perubahan perilaku terkait dengan 

pemanfaatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga 

harapannya dapat memutus kemiskinan antargenerasi. Pendampingan KPM PKH 

dapat dilakukan melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan 

Kemampuan Keluarga (P2K2) dan difasilitasi oleh pendamping sosial PKH. 

Pertemuan Kelompok (PK) membahas tentang pelaksanaan tugas yang bersifat 

edukatif dan administratif dengan memberi informasi tentang tata tertib dan aturan 

PKH, serta akses terhadap layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan 

kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan KPM PKH. Sedangkan Pertemuan 

Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yaitu proses belajar secara terstruktur 

agar dapat mempercepat terjadinya perubahan perilaku KPM PKH. Tujuan P2K2 

yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya 

pendidikan dan pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, kesehatan, perlindungan 

anak, dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga dapat mendorong 

terjadinya percepatan perubahan perilaku (Dirjen Perlindungan dan Jaminan 

Sosial, 2021). 
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Tabel 1. Jumlah KPM PKH di Kabupaten Tanggamus 

NO. KECAMATAN JUMLAH KPM 

1 Air Naningan 1.701 

2 Bandar Negeri Semuong 1.201 

3 Bulok 1.712 

4 Cukuh Balak 1.763 

5 Gisting 974 

6 Gunung Alip 1.171 

7 Klumbayan 1.030 

8 Klumbayan Barat 1.006 

9 Kota Agung 2.710 

10 Kota Agung Barat 1.481 

11 Kota Agung Timur 1.475 

12 Limau 1.379 

13 Pematang Sawa 1.526 

14 Pugung 3.953 

15 Pulau Panggung 2.557 

16 Semaka 2.520 

17 Sumber Rejo 1.400 

18 Talang Padang 3.035 

19 Ulu Belu 1.748 

20 Wonosobo 3.374 

 Jumlah 37.716 

Sumber: Dokumen Penyaluran Bantuan Tahap Empat UPPKH Kabupaten 

Tanggamus, 2022. 

Berdasarkan tabel 1 diatas jumlah KPM PKH di Kabupaten Tanggamus memiliki 

jumlah penerima yang berbeda-beda disetiap kecamatannya, hal tersebut 

dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin di kecamatan tersebut. Kecamatan yang 

mempunyai jumlah KPM PKH terbanyak yaitu berada di Kecamatan Pugung, 

dengan jumlah 3.953 KPM, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah KPM 

PKH terendah yaitu berada di Kecamatan Gisting, dengan jumlah 974 KPM. 

Wonosobo masuk kedalam peringkat kedua dengan jumlah KPM PKH terbanyak 

di Kabupaten Tanggamus, yaitu sebanyak 3.374 KPM. 
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Tabel 2. Jumlah KPM PKH di Kecamatan Wonosobo 

NO DESA JUMLAH KPM 

1 Bandar Kejadian 139 

2 Banjar Negara 109 

3 Banjar Sari 163 

4 Banyu Urip 81 

5 Dadimulyo 74 

6 Dadirejo 87 

7 Dadisari 88 

8 Kalirejo 124 

9 Kalisari 109 

10 Karang Anyar 89 

11 Kejadian 109 

12 Kunyayan 230 

13 Lakaran 67 

14 Negeri Ngarip 191 

15 Padang Manis 90 

16 Padang Ratu 110 

17 Pardasuka 78 

18 Pekon Balak 121 

19 Sampang Turus 69 

20 Sinar Bangun 24 

21 Sinar Saudara 101 

22 Soponyono 126 

23 Sri Melati 14 

24 Sridadi 102 

25 Sumur Tujuh 53 

26 Tanjung Kurung 45 

27 Way Liwok 35 

28 Way Panas 179 

29 Wonosobo 567 

Jumlah 3.374 

   Sumber: Dokumen Penyaluran Bantuan Tahap Empat UPPKH Kecamatan  

   Wonosobo, 2022. 

Berdasarkan tabel 2 di atas jumlah penerima bantuan PKH di Kecamatan 

Wonosobo pada tahun 2022 yaitu sebanyak 3.374 KPM, hal tersebut menandakan 

bahwa masih banyak terdapat keluarga miskin yang harus diperhatikan 

kesejahteraannya. Dalam proses implementasinya, PKH di Kecamatan Wonosobo 

ditemui beberapa masalah antara lain, dikutip dari “Net24jam.id” terdapat praktik 
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pemotongan Dana Bantuan Lanjut Usia dari PKH yang terjadi di Pekon 

Dadimulyo. Pelanggaran penyaluran dana bantuan PKH tersebut dilakukan oleh 

Wh selaku ketua kelompok PKH Pekon Dadimulyo Kecamatan Wonosobo, pada 

Januari 2023. Adapun korban pemotongan dana tersebut yaitu Sm dan Ki, serta 

beberapa KPM PKH lainnya. Pemotongan dana tersebut dilakukan Wh dengan 

cara mengumpulkan ATM penerima, dan memberikan informasi bahwa saldo 

PKH milik penerima tersebut kosong. Masalah lainnya yaitu dikutip dari 

“Lampung7com” bahwa terdapat dugaan data PKH yang tidak tepat sasaran. 

Masih banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH, sedangkan 

ada sebagian warga yang dinilai sudah mampu dan masih mendapatkan bantuan 

PKH.  

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan PKH 

terjadi karena kurangnya komitmen implementor dalam menjalankan tugasnya 

dengan baik, Struktur Birokrasi dan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang 

belum dilaksanakan sepenuhnya, minimnya peraturan yang tegas dalam menindak 

implementor yang lalai menjalankan tugas atau implementor yang memiliki tugas 

kerja ganda, dan belum terpenuhinya sumber daya kebijakan baik dari segi sumber 

daya finansial maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan bantuan PKH 

yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan 

jika kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik (Linawati, 2016). 

Suatu kebijakan harus diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

dan dapat memberikan dampak, serta perubahan. Menurut Udoji dalam Yulianti 

(2018) proses yang penting dari kebijakan publik adalah pelaksanaan kebijakan, 

hal tersebut lebih penting dari pada proses pembuatan kebijakan. Implementasi 

menjadi proses paling mendasar dalam sebuah kebijakan. Proses implementasi 

menjadi hal yang menarik untuk digali lebih jauh karena dalam implementasi 

kebijakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Implementasi tidak selalu 

berjalan dengan baik, operasional program atau aplikasi yang sudah dirancang 

sebelumnya akan menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam proses 



7 
 

implementasi kebijakan. Permasalahan yang ditemui dalam proses pelaksanaan 

PKH di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus penting untuk diteliti 

karena suatu kebijakan tidak akan mencapai tujuan yang telah ditentukan jika tidak 

diimplementasikan dengan baik, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga 

Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Studi di Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan 

di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan 

PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini 

yaitu: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis ketercapaian implementasi kebijakan 

PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus 

2. Teridentifikasinya faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi 

kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan informasi terkait 

implementasi kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan PKH, serta 

dapat menjadi bahan referensi untuk yang memerlukan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi koreksi bagi pemerintah dalam proses 

implementasi kebijakan PKH, dan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya 

memutus rantai kemiskinan, khususnya di Kecamatan Wonosobo.



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yaitu acuan peneliti dalam melakukan penelitian guna 

menambah ilmu pengetahuan mengenai bahasan yang peneliti lakukan. Peneliti 

menggunakaan beberapa acuan yang menjadi sumber informasi yang relevan 

dalam mengkaji masalah yang diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengkaji masalah yang akan diteliti. 

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yulizar, 2022) berjudul 

“Keberhasilan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan 

(Studi di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar 

Lampung)”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitiaan ini 

adalah kajian yang dibahas mengenai PKH dan pengentasan kemiskinan, serta 

persamaan pada metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan 

perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu 

membahas tentang bentuk keberhasilan dari Program Keluarga Harapan yang 

ada di kelurahan Way Dadi sedangkan penelitian ini membahas tentang 

implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 

teori keberhasilan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori 

implementasi kebijakan. Serta lokasi penelitian terdahulu di kelurahan Way 

Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian ini di 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh (Linawati, 2016) berjudul “Implementasi 

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan 

Kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur” Jenis penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian dimana sama-sama 

membahas tentang implementasi PKH dalam memutus rantai kemiskinan. 

Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus masalah penelitian dimana 

penelitian terdahulu membahas tentang masalah jumlah penerima bantuan yang 

tidak valid sedangkan masalah pada penelitian ini yaitu ditemui dugaan 

pemotongan dana bantuan PKH dan masalah kurang tepatnya data penerima. 

Terdapat gap terhadap pembaruan data penelitian, penelitian terdahulu 

menggunakan data PKH pada tahun 2015 sedangkan penelitian ini 

menggunakan data PKH tahun 2022. Penelitian terdahulu terkait dengan 

kontribusi PKH pada pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs 

sedangkan penelitian ini terkait dengan kontribusi PKH pada pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs). Serta lokasi penelitian terdahulu di 

Kabupaten Lampung Timur sedangkan penelitian ini di Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus. 

3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Ibrahim, 2022) berjudul 

“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 

Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato”. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

kajian yang dibahas mengenai implementasi kebijakan PKH, dan persamaan 

pada metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan 

penelitian terletak pada permasalahan yang ditemukan dalam proses 

pelaksanaan PKH dimana penelitian terdahulu membahas tentang masalah 

lambatnya penyaluran dana PKH kepada peserta, sedangkan penelitian ini 

membahas tentang dugaan pemotongan dana bantuan oleh fasilitator PKH. 

Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang mana 
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penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, 

sedangkan penelitian ini di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. 

Berdasarkan perbandingan penelitian terdahulu yang sudah dideskripsikan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian yang akan dikaji 

dalam penelitian ini. Adapun hal yang ingin dikaji pada penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini memiliki kajian yang 

sama terhadap penelitian terdahulu, yaitu mengenai PKH. Akan tetapi hal tersebut 

tidak menjamin kesamaan hasil penelitian, karena terdapat perbedaan fokus dan 

lokus pada penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. 

2.2 Kebijakan Publik 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik adalah salah satu tindakan atau upaya pemerintah yang 

dibuat dengan tujuan melaksanakan tugas-tugas dalam pemerintahan dengan 

wujud keputusan atau pengaturan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik 

adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam sistem pemerintahan 

suatu negara, yang didalamnya terdapat langkah-langkah yang wajib 

dijalankan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Selain itu 

kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang 

mengikat untuk banyak orang dalam tataran strategis atau bersifat garis besar 

yang telah dibuat oleh pemegang otoritas publik. Fokus utama dalam 

kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yang 

merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara dalam 

mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup orang banyak. 

Menyeimbangkan peran negara dalam menyediakan pelayanan publik 

dengan hak untuk menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat 
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dengan berbagai kepentingan, menarik pajak dan retribusi, serta mencapai 

amanat konstitusi (Anggara, 2014). 

Menurut Friedrich (1963) dalam Hamdi (2014) mengartikan kebijakan 

sebagai suatu tindakan yang disarankan terkait pemerintah, kelompok, atau 

perorangan dalam suatu lingkungan tertentu yang terdapat hambatan ataupun 

kesempatan yang akan ditangani atau dimanfaatkan lewat kebijakan yang 

direkomendasikan dalam usaha mewujudkan suatu maksud atau mencapai 

suatu tujuan. Sedangkan menurut James Anderson (1979) dalam Mustari 

(2015) berpendapat bahwa kebijakan dapat dipergunakan dalam menunjuk 

perilaku seorang aktor (misalnya suatu lembaga pemerintah, seorang 

pejabat, maupun suatu kelompok) atau beberapa aktor dalam suatu bidang 

kegiatan tertentu. 

Dalam arti yang luas kebijakan publik adalah usaha pengadaan informasi 

yang diperlukan dalam menunjang proses perumusan kebijakan atau proses 

pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi serta 

mengetahui arti dari keputusan. Namun, ilmu kebijakan baru diakui 

keberadaannya setelah terjadinya Perang Dunia II. Kajian-kajian pada masa 

lampau biasanya berupa kajian dari satu disiplin ilmu dan untuk menangani 

permasalahan yang hanya dianggap sebagai aspek tertentu yang relevan 

dengan disiplin ilmu itu, kajian tersebut mulai sulit untuk dapat memecahkan 

masalah-masalah kompleks dalam masyarakat modern sekarang ini. Dalam 

kehidupan masyarakat modern sekarang ini, di tengah era globalisasi 

permasalahan publik menjadi sangat kompleks, sebagai akibat dari 

kemajuan teknologi dalam bidang transportasi dan informasi. Kajian dari 

satu disiplin ilmu saja menjadi kurang realistis karena hasil jawabannya 

terbatas dalam kerangka teoritis tertentu, kurang relevan dengan  masyarakat 

modern yang saat ini berkembang secara cepat (Abidin, 2019). 
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai kebijakan publik maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan 

yang berisi peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan sehingga dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik  

Kebijakan publik adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh 

pemerintah atau institusi publik untuk mengatasi isu-isu publik, mengatur 

perilaku masyarakat, atau mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi 

tertentu. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri umum kebijakan publik: 

1. Otoritas Pemerintah: Kebijakan publik dihasilkan oleh otoritas 

pemerintah atau institusi publik yang memiliki kekuasaan dan tanggung 

jawab untuk mengambil keputusan dalam lingkup tertentu. Kebijakan 

publik biasanya dibuat oleh lembaga eksekutif, legislatif, atau birokrasi 

pemerintah. 

2. Tujuan Publik: Kebijakan publik bertujuan untuk mencapai manfaat atau 

kepentingan umum. Tujuan-tujuan ini dapat beragam, seperti 

meningkatkan pelayanan publik, mengatasi masalah sosial, mencapai 

pembangunan ekonomi, atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

3. Pengaruh Sosial: Kebijakan publik berdampak pada masyarakat secara 

luas. Mereka mencoba mengubah perilaku, mengatur kegiatan, atau 

mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, atau lingkungan. 

4. Dasar Hukum: Kebijakan publik didasarkan pada hukum dan peraturan 

yang ada, baik di tingkat nasional maupun lokal. Mereka harus sesuai 

dengan kerangka hukum yang berlaku dan mempertimbangkan hak asasi 

manusia, keadilan, dan prinsip-prinsip konstitusional. 

5. Proses Pembuatan Keputusan: Kebijakan publik melibatkan proses 

pembuatan keputusan yang sistematis dan rasional. Hal ini melibatkan 
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analisis isu, pengumpulan data, konsultasi publik, pertimbangan 

berbagai sudut pandang, dan penentuan strategi dan tindakan yang akan 

diambil. 

6. Implementasi dan Evaluasi: Kebijakan publik harus diimplementasikan 

secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, evaluasi 

kebijakan juga penting untuk memeriksa apakah tujuan telah tercapai, 

dampaknya sudah diukur, dan apakah diperlukan perubahan atau 

penyesuaian lebih lanjut. 

7. Pilihan Terbatas dan Trade-off: Kebijakan publik seringkali melibatkan 

pilihan terbatas dan trade-off antara berbagai tujuan dan sumber daya 

yang terbatas. Pemerintah harus memilih prioritas, mengalokasikan 

sumber daya yang terbatas, dan mempertimbangkan konsekuensi jangka 

pendek dan jangka panjang dari kebijakan tersebut. 

8. Interaksi dengan Masyarakat: Kebijakan publik melibatkan interaksi 

dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait. Konsultasi 

publik, partisipasi warga, dan kerja sama dengan sektor swasta atau 

organisasi masyarakat sipil seringkali penting dalam proses perumusan 

dan implementasi kebijakan. 

Setiap kebijakan publik memiliki konteks dan karakteristiknya sendiri, 

tergantung pada isu yang sedang dihadapi dan lingkungan sosial, ekonomi, 

dan politik di mana kebijakan tersebut beroperasi 

2.2.3 Proses Kebijakan Publik 

Proses kebijakan publik menurut James Anderson (1979) dalam Subarsono 

(2022) sebagai berikut. 

1. Formulasi Masalah (problem formulation)  

Formulasi masalah yaitu suatu proses pencarian masalah, dan mencari 

tahu apa yang membuat hal tersebut menjadi suatu masalah kebijakan. 

Formulasi masalah ini merupakan tahapan penting dalam 
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mengidentifikasi bagaimana suatu masalah tersebut dapat diangkat 

menjadi agenda pemerintah. 

2. Formulasi Kebijakan (formulation) 

Formulasi kebijakan merupakan suatu proses dalam mengembangkan 

alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan untuk dapat memecahkan suatu 

masalah, dan untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam 

formulasi kebijakan. 

3. Penentuan Kebijakan (adoption) 

Proses penentuan kebijakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu 

alternatif dapat ditetapkan, dan mengetahui persyaratan atau kriteria 

seperti apa yang harus dipenuhi. Selain itu tahapan penentuan kebijakan 

bertujuan untuk mengetahui siapa yang akan melaksanakan kebijakan, 

dan bagaimana tahapan atau strategi dalam melaksanakan kebijakan, serta 

mengetahui isi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. 

4. Implementasi (implementation) 

Implementasi bertujuan untuk mengetahui siapa aktor yang terlibat dalam 

proses implementasi kebijakan, dan mengetahui apa yang sedang mereka 

kerjakan. Selain itu dengan adanya implementasi kebijakan maka akan 

diketahui bagaimana dampak dari isi kebijakan. 

5. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi yaitu suatu proses penilaian tingkat keberhasilan atau dampak 

dari suatu kebijakan. Selain itu evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui 

konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan, dan mengetahui apakah ada 

tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan. 

Berdasarkan dari proses kebijakan publik yang telah dikemukan oleh James 

Anderson (1979) maka yang menjadi fokus dalam pembahasan penelitian ini 

yaitu tahapan implementasi kebijakan. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk 

melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan, mengetahui siapa saja yang 
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terlibat dalam implementasi kebijakan dan apa yang mereka lakukan, serta 

mengetahui dampak dari implementasi kebijakan tersebut. 

2.3 Implementasi Kebijakan Publik 

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan 

struktur kebijakan. Tahap implementasi dapat menentukan apakah suatu 

kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat diaplikasikan dengan benar 

di lapangan dan mampu menghasilkan output dan outcomes seperti yang 

telah direncanakan. Dalam upaya mewujudkan output dan outcomes yang 

telah ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan 

(Sasmito & Nawangsari, 2019). Selain itu implementasi juga dapat diartikan 

sebagai suatu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, pada umumnya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat juga berbentuk petunjuk eksekutif atau 

perintah, atau keputusan badan peradilan (Meutia, 2017). 

Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian 

kegiatan setelah kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya proses implementasi 

maka suatu kebijakan yang sudah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Karena 

hal tersebut proses implementasi kebijakan menjadi proses yang penting di 

dalam kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh 

pemerintah akan menjadi impian atau rancana yang bagus, yang hanya 

tersimpan rapi dalam arsip kalau kebijakan tersebut tidak diimplementasikan 

(Ibrahim, 2022). 

Menurut Syaukani (2004) dalam Dzulqarnain et al., (2022) implementasi 

merupakan serangkaian kegiatan yang telah dirancang untuk dapat 

mengkomunikasikan suatu kebijakan kepada publik sehingga kebijakan 

tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian kegiatan 
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tersebut meliputi: (1) proses pengembangan seperangkat peraturan secara 

lebih lanjut sebagai bentuk interpretasi kebijakan; (2) menyediakan sumber 

daya agar dapat mendorong kegiatan implementasi, termasuk sumber daya 

keuangan, sarana dan prasarana, serta melakukan identifikasi terhadap siapa 

yang akan bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan; (3) 

bagaimana cara menyampaikan kearifan yang konkrit kepada publik. Selain 

itu menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Dzulqarnain et al., 

(2022) proses implementasi merupakan suatu arah yang diambil oleh 

kelompok atau individu dalam mencapai suatu tujuan ketika berada dalam 

proses pelaksanaan kebijakan, dan pastinya dalam melaksanakan suatu 

kebijakan harus berlandaskan dengan peraturan. 

Dalam proses implementasi kebijakan dikenal dengan dua pendekatan yang 

digunakan, yakni pendekatan top down dan pendekatan bottom up. 

Pendekatan top down diartikan bahwa pendekatan tersebut dimulai dari atas 

yakni pemerintah, dalam keadaan ini sering ditemukan proses perumusan 

kebijakan yang hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melihat apa yang 

menjadi kebutuhan masyarakat di lapangan, karena hal tersebut tidak jarang 

suatu kebijakan yang memakai pendekatan ini cenderung gagal dan tidak 

tidak dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan pendekatan bottom up yakni 

suatu proses perumusan kebijakan publik yang dimulai dari bawah, hal 

tersebut berarti segala permasalahan yang ada dalam masyarakat selanjutnya 

dibahas oleh pemerintah agar dapat mencari solusi alternatif kebijakan yang 

sesuai, biasanya dengan menggunakan pendekatan ini kebijakan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah cenderung efektif karena sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat (Mahardhani, 2018). 

PKH menggunakan pendekatan bottom up karena program ini dimulai dari 

bawah dengan melihat adanya masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. 

Permasalahan kemiskinan tersebut kemudian dibahas oleh pemerintah dan 

solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut yaitu dengan 
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menerapkan kebijakan PKH yang sudah diimplementasikan sejak tahun 

2007. Selain itu PKH juga melibatkan kelompok sasarannya mulai dari awal 

proses sampai ke-tahap implementasi kebijakan. 

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan publik mempunyai beberapa macam model yang 

telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Berikut adalah beberapa model 

implementasi menurut beberapa ahli. 

1. Model Implementasi Marille S. Grindle 

Model implementasi menurut Grindle (1980) dalam Subianto (2020) 

adalah suatu model konseptual dan kerangka pemikiran implementasi 

sebagai proses administrasi dan proses politik. Kerangka pemikiran 

yang dimaksud di atas disusun dari dua pertanyaan pokok. Pertanyaan 

pertama membahas tentang “Content” atau isi dari program. Pengaruh 

bisa terjadi dikarenakan isi dari program terhadap proses implementasi. 

Pertanyaan kedua yaitu membahas tentang “Context” (Kondisi 

Lingkungan) yang memiliki hubungan atau kaitan pengaruh terhadap 

proses implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat 

ditentukan oleh dua variabel, variabel pertama yaitu isi kebijakan 

(Content variable), dan variable kedua yaitu konteks kebijakan (Context 

variable). Adapun penjelasan mengenai isi dan konteks kebijakan 

menurut grindle sebagai berikut. 

Variabel isi kebijakan terdapat enam unsur, yaitu: 

a) Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (Interest affected). 

Kebijakan yang telah dibuat dapat membawa pengaruh terhadap 

proses politik yang di “stimuli” dari kegiatan perumusan kebijakan. 
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b) Manfaat yang diperoleh (Type of benefits). 

Program yang memberikan manfaat kolektif akan lebih mudah 

dalam proses implementasinya. Program yang hanya memberikan 

manfaat dan bisa dibagi habis yang bersifat khusus bisa 

mempertajam konflik. 

c) Jangkauan yang diharapkan (Exstent of change envisioned) 

Program yang berlangsung dalam jangka Panjang, dan menuntut 

perubahan pelaku, akan cenderung sulit dalam implementasinya. 

d) Letak pengambilan keputusan (Site of decision making) 

Semakin tersebar implementor (secara organisasi, dan geografis), 

maka akan semakin sulit program tersebut diimplementasikan. 

e) Pelaksana program (Program implementor) 

Kualitas dari pelaksana program dapat mempengaruhi tingkat 

keberhasilan dalam implementasi. 

f) Sumber-sumber yang dapat dialokasikan (Resources comitted). 

Ketersediaan sumber daya yang memadai mampu mendukung 

implementasi suatu program. 

Variabel konteks terdapat tiga unsur, yaitu: 

a) Kekuasaan, kepentingan serta strategi dari para aktor yang terlibat 

(Power, interest and strategies of actor involved). 

Keterlibatan berbagai pihak dapat ditentukan oleh isi dan bentuk 

dari program yang diadministrasikan. 

b) Ciri-ciri kelembagaan/rezim (Institution and regime 

characteristics). 

Kekuasaan atau kemampuan dari pihak-pihak yang terlibat dan 

karakteristik dari rezim dimana berinteraksi akan memudahkan 

proses penilaian terhadap tingkat peluang untuk mewujudkan 

tujuan program atau kebijakan. 
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c) Responsi dan daya tanggap (Complience and responsivensi). 

Pejabat pelaksana seharusnya fokus pada: cara mewujudkan 

konsistensi tujuan dalam kebijakan. Maka pejabat pelaksana harus 

mampu dalam merubah sikap menentang dari yang dirugikan oleh 

kebijakan atau program menjadi menerima. 

2. Model Implementasi George C. Edward III 

Menurut George C. Edward III (1980) dalam Pramono (2020)  

berpandangan bahwa implementasi adalah suatu proses kebijakan yang 

dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi; (2) 

sumberdaya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi. 

 

Gambar 1. Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III 

Sumber: Edwards III (1980) dalam Subarsono (2022) 

a) Komunikasi 

Komunikasi adalah keberhasilan proses implementasi kebijakan 

mensyaratkan supaya implementor mengetahui apa yang harus 

dilakukan, dimana yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan harus 

ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga dapat 

mengurangi distorsi implementasi. 
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b) Sumberdaya 

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan konsisten 

dan jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 

dalam melaksanakan kebijakan, maka implementasinya tidak akan 

berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut bisa berwujud sumber 

daya manusia maupun sumberdaya non-manusia 

c) Disposisi 

Disposisi adalah karakteristik dan watak yang dimiliki oleh 

implementor, seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. 

Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka 

implementor tersebut mampu menjalankan kebijakan dengan baik 

sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 

implementor mempunyai sikap atau perspektif yang bertolak 

belakang dengan pembuat kebijakan, maka proses dalam 

implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. 

d) Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang mempunyai tugas dalam 

mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur 

organisasi adalah fragmentasi dan standard operating prosedur 

(SOP).Struktur organisasi yang mempunyai proses terlalu panjang 

dapat melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu 

prosedur dalam birokrasi yang kompleks dan rumit, yang 

menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 

3. Model Implementasi Van Metter dan Van Horn 

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) 

model implementasi mempunyai enam indikator yang mempengaruhi 

kinerja, yaitu; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) 

komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristrik 
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agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik; (6) disposisi 

implementor. 

Adapun penjelasan alur mengenai indikator yang mempengaruhi kinerja 

menurut Van Metter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 

 

Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter 

dan Van Horn 

Sumber: Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) 

a) Standar dan sasaran kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan harus dapat terukur dan jelas sehingga 

dapat direalisir. Apabila sasaran dan standar kebijakan kabur, maka 

akan menimbulkan multiinterpretasi dan mudah menimbulkan 

konflik diantara para agen implementasi. 

b) Sumberdaya 

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumberdaya yang 

meliputi sumber daya manusia (human resources) maupun sumber 

daya non-manusia (non-human resources). Dalam beberapa kasus 

program pemerintah, seperti Program Jaring Pengamanan Sosial 
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(JPS) yang diperuntukan untuk keluarga miskin di pedesaan kurang 

berhasil karena keterbatasan kualitas implementor. 

c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas 

Sebuah program memerlukan koordinasi dan dukungan dari instansi 

lain. Karena hal tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi antar 

instansi untuk mencapai keberhasilan suatu program. 

d) Karakteristrik agen pelaksana 

Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, 

pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, dan norma-norma, 

yang semuanya itu dapat mempengaruhi implementasi suatu 

program. 

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi 

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang 

mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 

Karakteristik para partisipan yaitu menolak atau mendukung 

bagaimana sifat dari opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah 

elite politik mendukung dalam proses implementasi kebijakan. 

f) Disposisi implementor 

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu; (1) respons 

implementor terhadap kebijakan, yang dapat mempengaruhi 

kemamuannya dalam melaksanakan kebijakan; (2) kognisi, yaitu 

pemahaman terhadap kebijakan; (3) Intensitas disposisi 

implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 

4. Pendekatan Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

Menurut pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Subarsono 

(2022) terdapat tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi, yaitu (1) karakteristik dari masalah (tractability of the 

problems); (2) karakteristik Kebijakan/undang-undang (ability of 
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statute to structure implementation); (3) variabel lingkungan 

(nonstatutory variables affecting implementation). 

Adapun penjelasan variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier yaitu sebagai berikut. 

a) Karakteristik dari masalah (tractability of the problems). 

Kategori ini meliputi variabel-variabel yang terdiri dari: (1) tingkat 

kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; (2) Tingkat 

kemajemukan dari kelompok sasaran; (3) Proporsi kelompok 

sasaran terhadap total populasi; (4) Cakupan perubahan perilaku 

yang diharapkan. 

b) Karakteristik Kebijakan/undang-undang (ability of statute to 

structure implementation). 

Kategori karakteristik kebijakan meliputi variabel-variabel yang 

terdiri dari: (1) Kejelasan isi kebijakan; (2) Seberapa jauh kebijakan 

tersebut memiliki dukungan teoritis; (3) Besarnya alokasi 

sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut; (4) Seberapa 

besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana; 

(5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan 

pelaksana; (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; 

(7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk 

berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. 

c) variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting 

implementation). 

Kategori lingkungan meliputi variabel-variabel yang terdiri dari: 

(1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan 

teknologi; (2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; (3) 

Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups); (4) Tingkat 

komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. 
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Dari beberapa model implementasi menurut para ahli di atas, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan bahwa model-model yang dikemukan oleh para 

ahli, mempunyai fokus yang hampir sama, akan tetapi setiap model menurut 

para ahli memiliki beberapa faktor yang menonjol, hal tersebut dikarenakan 

setiap model implementasi mempunyai indikator tersendiri sesuai dengan 

lingkungan kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van 

Horn (1975) dalam Subarsono (2022). Hal tersebut dikarenakan teori Van 

Meter dan Van Horn sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana 

terdapat enam indikator yang dapat membantu menjelaskan keberhasilan 

implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang sesuai dengan kerangka 

pikir yang telah dibuat. 

2.4 Program Keluarga Harapan (PKH) 

2.4.1 Pengertian PKH 

PKH adalah salah satu program perlindungan sosial di Indonesia yang 

berbentuk bantuan sosial. Sasaran dari bantuan ini adalah keluarga miskin 

dan rentan miskin dengan beberapa persyaratan tertentu dimana keluarga 

tersebut terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH 

adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan dan secara khusus memiliki tujuan untuk 

memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam dunia internasional 

program ini juga dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). 

Sejak pertama kali diimplementasikannya PKH pada tahun 2007, PKH 

sudah berhasil menekan angka kemiskinan dan dapat mendorong 

kemandirian penerima bantuan sosial, yang selanjutnya disebut sebagai 
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Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Dirjen Perlindungan dan Jaminan 

Sosial, 2021). 

PKH juga dapat diartikan sebagai program pemberian bantuan sosial 

bersyarat kepada seseorang atau keluarga miskin dan rentan yang sudah 

terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, data tersebut 

diolah oleh Pusat Data dan PKH. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 

tentang Penyaluran Baantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa 

proses penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program 

penanggulangan kemiskinan yang meliputi pemberdayaan sosial, jaminan 

sosial, perlindungan sosial, pelayanan dasar, dan rehabilitasi sosial. Proses 

penyaluran dana bantuan secara non tunai diimplementasikan terhadap 

bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sesuai dengan ketetapan 

Pemberi Bantuan Sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan dengan 

tujuan untuk mendukung proses implementasi program perlindungan sosial 

yang berkelanjutan, terarah, dan terencana dalam bentuk PKH sebagai 

bantuan sosial bersyarat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

pendapatan keluarga miskin dan rentan, serta dapat mengurangi beban 

pengeluaran. Pemberian bantuan sosial PKH merupakan salah satu upaya 

dalam memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan dengan cara mendukung 

perbaikan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan sosial (Takaredase et al., 2019). 

2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) 

Tujuan dari PKH yaitu sebagai berikut. 

1. Meningkatkan taraf hidup KPM dengan memberikan akses terhadap 

layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 

2. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin atau rentan, dan mengurangi 

beban pengeluaran. 
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3. Membangun kemandirian dan menciptakan perubahan perilaku KPM 

dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan 

sosial. 

4. Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan 

5. Mengenalkan manfaat dari produk dan jasa keuangan formal kepada 

KPM. 

 

2.4.3 Kriteria Penerima Manfaat PKH 

Penerima bantuan PKH bisa dibedakan berdasarkan komponen, komponen 

tersebut diantaranya yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 

Adapun kriteria dari setiap komponen tersebut yaitu sebagai berikut. 

1. Komponen Kesehatan 

Kriteria penerima dalam komponen kesehatan yaitu terdapat ibu 

hamil/nifas atau sedang menyusui, selain itu terdapat anak usia dini 

dengan rentang umur 0 - 6 tahun yang belum bersekolah. 

2. Komponen Pendidikan 

Kriteria penerima dalam komponen pendidikan yaitu terdapat anak 

sekolah. Anak sekolah yang dimaksud yaitu anak berusia 6 - 21 tahun 

yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SD/MI sederajat, 

SMP/Mts sederajat, dan SMA/MA sederajat. 

3. Komponen Kesejahteraan Sosial 

Kriteria penerima dalam komponen kesejahteraan sosial yaitu terdapat 

seseorang yang berusia lanjut dalam keluarga, atau terdapat penyandang 

disabilitas berat yang dalam hal ini kedisabilitasannya sudah tidak 

mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan sudah tidak mampu 

menghidupi diri sendiri. 
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2.4.4 Alur Pelaksanaan PKH 

Mengacu pada pedoman pelaksanaan PKH 2021, proses pelaksanaan PKH 

meliputi beberapa tahapan, tahapan tersebut yaitu: 

1. Perencanaan 

Proses perencanaan dilaksanakan untuk menentukan lokasi dan jumlah 

calon KPM. Jumlah dan lokasi calon KPM berasal dari Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun dapat dikecualikan untuk korban 

bencana sosial, bencana alam, dan untuk komunitas adat terpencil 

(KAT). Penetapan calon penerima PKH ditetapkan langsung oleh 

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial Republik 

Indonesia. 

2. Pertemuan Awal dan Validasi 

Pendamping sosial PKH melakukan proses sosialisasi dalam Pertemuan 

Awal (PA) untuk memberikan pemahaman kepada calon penerima 

manfaat tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. 

3. Penetapan KPM PKH 

KPM PKH ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dengan 

mengacu pada existing hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon 

penerima PKH sesuai dengan kriteria kepesertaan PKH. Data yang 

status rekeningnya sudah aktif maka selanjutnya akan ditetapkan 

menjadi KPM PKH. Proses penetapan KPM PKH ditetapkan melalui 

Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga. 

4. Penyaluran Bantuan Sosial 

Penyaluran bantuan sosial untuk KPM PKH berlangsung secara 

bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan, sesuai dengan skema 

penyaluran bansos yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral 

Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bentuk bantuan yang diberikan yaitu 

berupa uang yang disalurkan secara non tunai kepada keluarga, 

seseorang, atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan. Bantuan sosial 
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yang telah diterima oleh KPM PKH dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung kebutuhan pendidikan, kesehatan, modal usaha, 

kesejahteraan sosial, dan kebutuhan lain yang dapat mendukung 

tercapainya tujuan PKH. 

5. Pemutakhiran Data 

Proses pemutakhiran data bertujuan untuk memperoleh kondisi terkini 

dari anggota KPM PKH. Data yang sudah diperoleh tersebut digunakan 

untuk data dasar program perlindungan sosial. khusus untuk PKH, data 

tersebut digunakan dalam proses verifikasi, penyaluran, dan 

penghentian bantuan. 

6. Verifikasi Komitmen 

Verifikasi komitmen adalah suatu proses yang bertujuan untuk 

memastikan seluruh penerima manfaat PKH terdaftar, hadir dan 

mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara rutin sesuai dengan 

peraturan pendidikan, protocol kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 

Kegiatan entri data verifikasi komitmen dilaksanakan oleh pendamping 

setiap bulan dengan menggunakan aplikasi e-PKH dalam mencatat 

kehadiran dari seluruh KPM pada setiap kunjungan ke layanan 

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Data hasil dari entri 

verifikasi komitmen tersebut menjadi salah satu acuan penangguhan, 

penyaluran, atau penghentian bantuan. 

7. Pendampingan 

Pendampingan diperlukan untuk mendukung percepatan tercapainya 

salah satu tujuan PKH, yaitu dapat menciptakan kemandirian dan 

perubahan perilaku KPM terkait dengan pemanfaatan layanan 

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Untuk dapat 

mewujudkan tujuan tersebut maka pendamping sosial PKH mempunyai 

peran dan fungsi dalam mediasi, advokasi, fasilitasi, edukasi dan 

motivasi bagi KPM PKH. Pelaksanaan pendampingan tidak hanya 

berfokus pada pendampingan perorangan bagi KPM PKH yang sedang 
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terkendala atau membutuhkan akses layanan, tetapi juga melakukan 

pendampingan terhadap kelompok. Pendampingan tehadap kelompok 

KPM PKH tersebut dapat dilaksanakan oleh pendamping sosial PKH 

dengan cara melakukan Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan 

Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). 

8. Transformasi Kepesertaan 

Status kepesertaan penerima PKH selama enam tahun, setelah itu 

diharapkan sudah terjadi perubahan perilaku terhadap penerima bantuan 

PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, 

serta terjadinya peningkatan pada status sosial ekonomi. Transformasi 

kepesertaan adalah suatu proses pengakhiran sebagai penerima manfaat 

PKH melalui kegiatan resertifikasi. Hasil resertifikasi tersebut akan 

digunakan dalam menetapkan status akhir kepesertaan PKH yaitu 

transisi atau graduasi.  

2.5 Kemiskinan 

2.5.1 Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga tidak 

memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar 

mereka. Ini mencakup keterbatasan dalam hal makanan, air bersih, 

perumahan layak, pendidikan, perawatan kesehatan, dan akses ke layanan 

dasar lainnya. Kemiskinan merupakan persoalan kemanusiaan, yang artinya 

kemiskinan akan membawa konsekuensi bahwa terdapat tanggungjawab 

moral untuk semua orang agar dapat memperhatikan kehidupan orang yang 

berada dalam kemiskinan (Ishartono & Raharjo, 2016). 

Kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks dan multi-dimensi. Ada 

beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan, antara lain: 
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1. Faktor Ekonomi: Kurangnya lapangan kerja yang memadai, rendahnya 

pendapatan, ketimpangan pendapatan, dan akses terbatas terhadap 

sumber daya ekonomi adalah faktor-faktor ekonomi yang berperan 

dalam kemiskinan. Individu atau keluarga yang tidak memiliki pekerjaan 

yang layak atau memiliki pendapatan yang rendah memiliki risiko yang 

lebih tinggi untuk mengalami kemiskinan. 

2. Faktor Pendidikan: Pendidikan yang terbatas atau tidak memadai juga 

dapat menyebabkan kemiskinan. Kurangnya akses ke pendidikan yang 

berkualitas dapat membatasi peluang pendidikan dan keterampilan, yang 

pada gilirannya mempengaruhi kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan yang baik dan meningkatkan pendapatan. 

3. Faktor Kesehatan: Masalah kesehatan yang serius dapat menyebabkan 

kemiskinan atau memperburuk kondisi kemiskinan yang ada. Biaya 

perawatan kesehatan yang tinggi, kurangnya akses terhadap layanan 

kesehatan yang memadai, dan penyakit yang kronis atau menular dapat 

menghambat kemampuan individu atau keluarga untuk mencapai 

kestabilan ekonomi. 

4. Faktor Sosial: Diskriminasi, ketidaksetaraan gender, konflik, dan 

ketimpangan sosial juga dapat memainkan peran penting dalam 

menciptakan dan mempertahankan kemiskinan. Kelompok-kelompok 

marginal, termasuk minoritas etnis, orang cacat, atau perempuan, 

mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses 

sumber daya dan peluang. 

Kemiskinan dapat diukur dalam beberapa dimensi, termasuk aspek ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, perumahan, dan akses terhadap pelayanan dasar 

seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Orang-orang yang hidup dalam 

kemiskinan seringkali menghadapi ketidakstabilan ekonomi, kesulitan 

memenuhi kebutuhan dasar, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan 

dan layanan kesehatan yang memadai. Penyebab kemiskinan sangat 
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kompleks dan dapat melibatkan faktor-faktor seperti kurangnya lapangan 

kerja, rendahnya pendapatan, kurangnya akses terhadap pendidikan 

berkualitas, konflik sosial atau politik, kurangnya akses terhadap sumber 

daya alam, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kemiskinan juga 

seringkali terkait erat dengan siklus kemiskinan, di mana kemiskinan dapat 

diturunkan dari generasi ke generasi. 

Dampak kemiskinan dapat sangat merugikan individu, keluarga, dan 

masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak tersebut meliputi: 

1. Kesehatan: Kemiskinan sering terkait dengan kondisi kesehatan yang 

buruk dan risiko penyakit yang lebih tinggi. Keterbatasan akses terhadap 

perawatan kesehatan, gizi buruk, dan lingkungan yang tidak sehat dapat 

menyebabkan peningkatan angka kematian dan penyakit yang terkait 

dengan kemiskinan. 

2. Pendidikan: Kemiskinan dapat menghalangi akses dan partisipasi dalam 

pendidikan. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sering 

menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, 

dan mereka mungkin terpaksa putus sekolah lebih awal. Ini membatasi 

peluang mereka untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh 

pekerjaan yang baik di masa depan. 

3. Keterbatasan Peluang: Kemiskinan dapat membatasi peluang sosial dan 

ekonomi. Individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi 

kesulitan dalam mengakses pekerjaan yang layak, modal usaha, dan 

dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan 

mereka. 

Mengatasi kemiskinan melibatkan intervensi dan kebijakan yang 

komprehensif. Ini termasuk program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, 

pendidikan yang berkualitas, pembangunan infrastruktur, penciptaan 
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lapangan kerja, kebijakan yang mengurangi ketimpangan sosial, dan 

pemberdayaan ekonomi. Pendekatan yang holistik dan terpadu diperlukan 

untuk mengatasi masalah kompleks ini dan memberikan jalan keluar bagi 

individu dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Organisasi 

internasional, pemerintah, dan masyarakat sipil sering bekerja sama untuk 

mengatasi masalah kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan yang mencakup pengentasan kemiskinan di seluruh dunia 

2.5.2 Rantai Kemiskinan 

Rantai kemiskinan adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi dan ilmu 

sosial untuk menjelaskan bagaimana kemiskinan dapat ditransmisikan atau 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari satu individu 

ke individu lainnya dalam suatu masyarakat. Rantai kemiskinan 

menggambarkan pola dimana faktor faktor tertentu, seperti ketidakmampuan 

akses pendidikan yang layak, kurangnya peluang pekerjaan yang layak, dan 

keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi, dapat membuat individu atau 

keluarga terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan 

tercipta karena kurangnya pendapatan dan bukan karena kekurangan 

kemampuan, yang mana artinya seseorang menjadi miskin karena kurangnya 

kesempatan untuk menghasilkan pendapatan sehingga ia menjadi miskin 

(Fachrurozi, 2009). 

Beberapa elemen utama dalam rantai kemikinan yaitu meliputi: 

1. Kurangnya Akses ke Pendidikan: Individu yang tidak memiliki akses ke 

pendidikan berkualitas atau yang terpaksa putus sekolah memiliki 

peluang yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan 

berpenghasilan tinggi. 

2. Kurangnya Peluang Pekerjaan: Kemiskinan dapat ditransmisikan jika 

individu tidak memiliki akses ke pekerjaan yang layak atau peluang 

untuk berkembang dalam karier mereka. 
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3. Warisan Kemiskinan: Keluarga yang sudah miskin cenderung memiliki 

sumber daya ekonomi yang terbatas, dan ini bisa mengarah pada warisan 

kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

4. Kurangnya Akses ke Pelayanan Kesehatan: Kesehatan yang buruk atau 

kurangnya akses ke perawatan kesehatan dapat membatasi kemampuan 

individu untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan yang mencukupi. 

5. Ketidakstabilan Perumahan: Kesulitan dalam mempertahankan tempat 

tinggal yang stabil dapat menjadi faktor yang menyebabkan 

ketidakstabilan ekonomi dan sosial dalam keluarga. 

6. Pengangguran dan Ketidakpastian Ekonomi: Orang yang sering 

mengalami pengangguran atau memiliki pekerjaan dengan upah rendah 

cenderung memiliki risiko lebih tinggi terjebak dalam kemiskinan. 

7. Siklus Kemiskinan: Rantai kemiskinan menciptakan siklus di mana 

kemiskinan terus-menerus mengenai generasi-generasi berikutnya. 

 

2.6 Kerangka Pikir 

Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial struktural yang memberi dampak 

krusial dalam keberhasilan pembangunan manusia, serta memberi dampak nyata 

dalam kehidupan masyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin pada 

pemenuhan kebutuhan kesehatan, kemampuan ekonomi, kebutuhan pendidikan, 

kebutuhan pemenuhan gizi, yang dapat menyebabkan rendahnya kualitas sumber 

daya manusia. Kemiskinan dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain: 

kebiasaan hidup sehari-hari yang sering menggunakan barang mewah, pendapatan 

yang rendah, dan perluasan kemiskinan atau dapat diartikan keluarga miskin yang 

melahirkan keluarga-keluarga baru yang juga miskin. 

 Salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan yaitu dengan cara 

membuat kebijakan PKH. Program ini ditujukan untuk keluarga miskin dengan 

berfokus dalam meningkatkan taraf hidup KPM melalui peningkatan kualitas 
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sumber daya manusia khususnya pada bidang kesehatan dan pendidikan. Misi 

PKH yaitu untuk meningkatkan perubahan perilaku dan kemandirian, serta 

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. 

Dalam proses implementasi PKH di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten 

Tanggamus ditemui beberapa fenomena, Adapun fenomena tersebut yaitu: 

terdapat praktik pemotongan dana bantuan lanjut usia dari pelaksanaan PKH di 

Pekon Dadimulyo Kecamatan Wonosobo, ditemuinya data penerima PKH yang 

tidak tepat sasaran, dan masih kurangnya jumlah SDM PKH. Pada hakikatnya 

kebijakan PKH yang sudah dibuat oleh pemerintah tidak akan mendapatkan hasil 

sesuai tujuan jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. 

Beberapa fenomena di atas terjadi karena proses implementasi tidak berjalan 

dengan baik. Oleh sebab itu maka peneliti menggunakan pendekatan implementasi 

kebijakan menurut pandangan Van Meter dan Van Horn dengan tujuan untuk 

mendapatkan gambaran implementasi PKH dalam memutus rantai kemiskinan di 

Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Menurut pandangan Van Meter 

dan Van Horn terdapat beberapa proses yang mempengaruhi kebijakan, 

diantaranya yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar 

organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta 

disposisi implementor. Masalah dan fenomena yang telah dijelaskan diatas dapat 

dilihat melalui kerangka pikir berikut. 
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Gambar 3. Kerangka Pikir 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Masalah kemiskinan di Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus, salah satu upaya memutus 

rantai kemiskinan tersebut dengan menerapkan 

kebijakan PKH. Berikut beberapa fenomena dalam 

proses implementasi PKH di Kecamatan 

Wonosobo. 

1. Terdapat praktik pemotongan dana bantuan 

lanjut usia dari pelaksanaan PKH di Pekon 

Dadimulyo 

2. Data penerima PKH yang tidak tepat sasaran 

3. Kurangnya jumlah pendamping PKH 

4. Minimnya sumber daya finansial seperti 

seragam, laptop, dan atk untuk implementor 

dalam menjalankan tugasnya. 

 

Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan 

Tujuan PKH yaitu sebagai berikut. 

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses 

layanan kesehatan, pendidikan, dan 

kesejahteraan sosial 

2. Meningkatkan perubahan perilaku dan 

kemandirian  

3. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan 

Implementasi Kebijakan 

menurut Van Meter dan 

Van Horn. 

1. Standar dan sasaran 

kebijakan 

2. Sumberdaya 

3. Hubungan antar 

organisasi 

4. Karakteristik agen 

pelaksana 

5. Kondisi sosial, politik, 

dan ekonomi 

6. Disposisi implementor 

Mendapatkan gambaran implementasi PKH 

dalam memutus rantai kemiskinan di 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 



 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif, metode ini sesuai dan relevan dengan penelitian yakni untuk 

mendapatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan PKH dalam memutus 

rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Pendekatan 

kualitatif mampu mengungkap secara menyeluruh mengenai tahapan kebijakan 

publik dari awal hingga akhir, dan tentang PKH dapat diimplementasikan. Tujuan 

peneliti memilih pendekatan kualitatif yaitu karena untuk mengetahui bagaimana 

proses dan mengungkap makna dari setiap fenomena dalam pelaksanaan PKH 

menurut pandangan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tanggamus dan 

didukung dengan teoritik yang sudah dibangun dalam kerangka pikir. Peneliti 

berinteraksi secara face to face dengan fasilitator PKH di Kabupaten Tanggamus, 

khususnya di Kecamatan Wonosobo, dan juga berinteraksi dengan KPM PKH di 

Kecamatan Wonosobo. 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menjadi hal penting dalam penelitian kualitatif, hal tersebut 

berguna untuk memandu dan mengarahkan penelitian. Fokus penelitian 

memberikan batasan pada proses pengumpulan data, sehingga proses 

pengumpulan data lapangan dapat lebih spesifik dan tidak terlalu melebar ke 

permasalahan lainnya. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi, menurut 

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Hartawan et al., (2023). Teori ini 
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menyebutkan bahwa implementasi kebijakan berjalan linear dari implementor, 

kebijakan publik, dan kinerja kebijakan publik. Terdapat enam indikator yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) 

sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas; (4) 

karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, politik, dan ekonomi; (6) disposisi 

implementor (sikap pelaksana).  

3.2.1 Implementasi Kebijakan PKH dalam Memutus Rantai Kemiskinan di 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

1. Standar dan sasaran kebijakan mempunyai indikator kinerja seberapa 

jauh tujuan dan standar kebijakan tercapai. Standar dan sasaran kebijakan 

tersebut meliputi apakah sasaran penerima PKH sudah tepat sasaran dan 

sesuai dengan ketentuan. Dalam penelitian ini standar dan sasaran 

kebijakan dapat dilihat melalui berbagai dokumen yang membahas 

tentang PKH, seperti peraturan program dan pedoman, petunjuk teknis 

dan petunjuk pelaksanaan. 

2. Sumberdaya dipersiapkan untuk dapat memfasilitasi administrasi agar 

lebih efektif dan efisien dalam implementasi PKH. Dalam penelitian ini 

akan membahas siapa saja implementor yang terlibat dalam implementasi 

PKH, mencari tahu apakah jumlah implementor PKH di Kecamatan 

Wonosobo sudah mencukupi, dan menanyakan apakah sumber daya non-

manusia atau sarana & prasarana seperti laptop, dan perlengkapan lainnya 

sudah terpenuhi atau belum. 

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas memberikan syarat 

bahwa standar dan tujuan program harus dipahami oleh pelaksana. 

Pelaksanaan kegiatan dan komunikasi antar organisasi berfokus pada 

konsistensi dan ketepatan komunikasi antar organisasi atau antar 

pelaksana, bantuan dalam menafsirkan pedoman dan aturan pejabat yang 

lebih tinggi, pemahaman program dan tujuan oleh pelaksana, serta dapat 

memberikan sanksi positif atau negatif. Dalam penelitian ini akan 
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membahas bagaimana pola komunikasi antar organisasi dalam 

implementasi PKH yang meliputi kerjasama para implementor dengan 

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, instansi pendidikan, dan instansi 

kesehatan. 

4. Karakteristik agen pelaksana meliputi kompetensi dan ukuran staf suatu 

lembaga, vitalitas organisasi, tingkat kontrol hirarkis keputusan sub-unit 

dan proses dalam lembaga pelaksana, sumber daya dari lembaga politik 

(dukungan legislative dan eksekutif), tingkat komunikasi keterbukaan 

dalam organisasi pelaksana dan dengan pihak eksternal serta hubungan 

formal dan informal dengan pelaksana kebijakan atau pembuat kebijakan. 

Berkenaan dengan karakteristik badan pelaksana PKH di Kecamatan 

Wonosobo, peneliti akan menganalisis apakah terdapat Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan PKH, dan menganalisis 

kesesuaian pembagian kerja dengan struktur dan SOP yang berlaku. 

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada ketersediaan 

sumber daya ekonomi untuk mendukung keberhasilan implementasi, 

opini publik yang muncul terkait dengan isu kebijakan, kondisi ekonomi 

dan sosial yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, sikap elite 

dalam implementasi kebijakan (menentang atau mendukung), dan 

memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan swasta dalam 

mendukung atau menentang suatu kebijakan. 

6. Disposisi implementor (sikap pelaksana) yaitu meliputi pemahaman 

pelaksana terhadap kebijakan PKH, arah tanggapan pelaksana (menolak, 

menerima, atau netral), serta intensitas tanggapan pelaksana. Berkenaan 

dengan disposisi implementor dalam implementasi PKH, peneliti akan 

menganalisis bagaimana respon implementor terhadap kebijakan PKH, 

dan bagaimana sikap implementor dalam menjalankan tugasnya, serta 

peneliti akan menggali informasi apakah terdapat pengawasan terhadap 

implementor dalam menjalankan tugasnya. 
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3.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan PKH 

Berdasarkan fokus yang telah disebutkan di atas, terdapat satu fokus lagi 

dimana peneliti mengidentifikasi foktor pendukung dan faktor penghambat 

implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di 

Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan terletak di Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian 

yaitu karena di Kecamatan Wonosobo tercatat memiliki KPM PKH terbanyak 

kedua di Kabupaten Tanggamus hal tersebut menandakan bahwa masih banyaknya 

keluarga miskin yang membutuhkan bantuan untuk terlepas dari kemiskinan, 

disamping itu dalam pelaksanaannya ditemui dugaan pemotongan dana bantuan 

yang dilakukan oleh Ketua PKH di Pekon Dadimulyo dan ditemuinya data 

penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui 

bagaimana proses pelaksanaan implementasi kebijakan Program Keluarga 

Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus. 

3.4 Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

Menurut Sugiyono dalam Rahmawati (2021) data primer adalah data yang 

didapatkan secara langsung dari tempat penelitian dengan cara wawancara 

secara langsung dan terbuka bersama informan yang ahli dibidangnya sesuai 

dengan keperluan data. Data primer bisa berupa opini subjek baik secara 

kelompok maupun individu. Untuk mendapatkan data primer dapat 

menggunakan metode purposive sampling atau teknik dalam pengambilan 
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sampel sumber data dengan pertimbangan dalam menentukan informan. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama informan yang sudah 

ditentukan, peneliti menggunakan pedoman wawancara dalam mendapatkan 

deskripsi terkait implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) 

dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten 

Tanggamus. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku atau literatur yang 

berkaitan dengan penelitian dan pembahasan yang berdasarkan dari data 

pendukung lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. Pada umumnya data sekunder berupa catatan, bukti, atau laporan 

historis yang sudah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan ataupun 

yang tidak dipublikasikan. Peneliti mendapatkan data sekunder dalam 

penelitian ini melalui informan dan responden. Informan adalah orang yang 

mengetahui dengan benar tentang permasalahan yang sedang diteliti. 

Sedangkan yang dimaksud dengan responden adalah orang yang diminta 

untuk memberikan informasi terkait penelitian melalui proses wawancara. 

Pada penelitian ini data sekunder didapat dari pihak fasilitator PKH dan 

Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling startegis dalam sebuah 

penelitian, karena maksud utama dari penelitian adalah memperoleh data 

(Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 
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3.5.1 Observasi 

Menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa 

melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna yang melekat 

pada perilaku tersebut. Observasi umumnya dilaksanakan pada awal 

kegiatan survey yang bisa dilakukan bersama dengan studi dokumen atau 

eksperimen. Ada dua tipe observasi, yakni observasi berpartisipasi dan 

observasi tidak berpartisipasi. Observasi partisipatif merupakan cara 

pengamatan dengan berpartisipasi dalam kejadian yang sedang diteliti. 

Adapun data yang diperoleh penulis dari kegiatan observasi ini adalah 

bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga harapan (PKH) di 

Kecamatan Wonosobo dan bagaimanan peranan PKH dalam memutus rantai 

kemiskinan antar generasi. 

3.5.2 Wawancara 

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013) wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

menghasilkan komunikasi dan konstruksi makna bersama tentang suatu 

topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (in depth 

interview) yang merupakan tanya jawab tentang masalah implementasi PKH 

anatara informan dengan peneliti yang dilaksanakan secara terbuka. Untuk 

itu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka sebagai 

instrument penelitian implementasi PKH yang digunakan dalam 

memberikan kebebasan bagi informan dalam menyampaikan pendapatnya 

mengenai “Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) 

dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus”. Informan pada penelitian ini yaitu mereka yang ditentukan 

sesuai dengan kepemilikan informasi yang terpercaya mengenai 

implementasi kebijakan PKH. Informan tersebut diantaranya sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. Daftar Informan 

No Nama Jabatan Tempat/Instansi 

1. Fina Oktasari, S.H., M.H. Kabid Linjamsos 
Dinas Sosial Kabupaten 

Tanggamus 

2. Aris Dwi Arsya, S.T. 
Koordinator PKH 

Kabupaten Tanggamus 

Dinas Sosial Kabupaten 

Tanggamus 

3. Andi Maharja, S.H. 
Koordinator PKH 

Kecamatan Wonosobo 
Kecamatan Wonosobo 

4. Siti Puji Rahayu, S.Si. Pendamping PKH Kecamatan Wonosobo 

5. Roni Saputra Koordinator Puskesos Pekon Padang Ratu 

6. Kurmiati 
Masyarakat penerima 

Bantuan PKH 
Pekon Dadimulyo 

7 Sumarti Ketua Kelompok PKH Pekon Soponyono 

8 Elis Ketua Kelompok PKH Pekon Padang Ratu 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023 

3.5.3 Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik dengan 

catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, 

tulisan, dan karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan 

diantaranya yaitu peraturan, catatan harian, biografi, sejarah kehidupan, dan 

kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, misalnya sketsa, 

gambar hidup, foto, dan lain-lain (Sugiyono, 2013). Selain itu studi dokumen 

juga dapat diartikan sebagai suatu kajian yang berfokus pada analisis atau 

interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya (Abdussamad, 2021). 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian tentang implementasi kebijakan 

PKH dapat berupa gambar, surat keputusan, data-data mengenai 

implementasi PKH, foto, dan informasi terkait implementasi PKH yang 

sudah dilaksanakan di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. 

Tabel 4. Dokumentasi 

No. Nama Dokumen 

1. Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Program Keluarga Harapan 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang 

Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai 

3. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023 



44 
 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Hardani et al., (2020) menyatakan bahwa analisis data 

kualitatif adalah proses menyusun dan mencari secara sistemastis data yang sudah 

didapatkan dari catatan lapangan, hasil wawancara, dan bahan-bahan lain, 

sehingga hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dan mudah 

untuk dipahami untuk diri sendiri ataupun orang lain. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang 

meliputi tiga alur kegiatan. Alur tersebut yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; 

(3) penarikan kesimpulan. Peneliti akan menggunakan salah satu model analisis 

data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman, yaitu model interaktif. Pada 

model interaktif, reduksi data dan penyajian data berdasarkan hasil data yang telah 

dikumpulkan, selanjutnya yaitu pada proses penarikan simpulan dan verifikasi, 

seperti pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Komponen Analisis Data: Model Interaktif 

Sumber: Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani et al., (2020) 

 

3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah bagian analisis yang dapat mempertajam, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, menggolongkan, dan mengorganisasi data 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 
Penarikan 

Simpulan-

simpulan/verifikasi 

Penyajian Data 



45 
 

dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan-simpulan selanjutnya bisa 

ditarik dan diverifikasi. Data yang sudah direduksi bisa memudahkan 

peneliti dalam mendapatkan poin penting, dan dapat lebih mudah dalam 

memahami hasil penelitian, serta dapat mempermudah proses analisis data 

bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) 

dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus. 

3.6.2 Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah tersusun dan dapat 

memberikan kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan 

kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk 

uraian dengan teks naratif, foto atau gambar, bagan, dan sejenisnya. Dengan 

menyajikan data, maka dapat memudahkan dalam memahami apa yang 

terjadi, dan dapat merencanakan kerja selanjutnya dengan berdasarkan apa 

yang sudah dipahami tersebut. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang dapat 

menggambarkan berbagai pendapat terakhir yang didasarkan pada uraian-

uraian sebelumnya. Kesimpulan harus dibuat relevan dengan tujuan 

penelitian, fokus penelitian, dan temuan dalam penelitian yang telah 

dilakukan interpretasi dan pembahasan. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah standar dalam validitas data yang sudah diperoleh peneliti. 

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi terhadap 
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obyek penelitian dengan daya yang bisa dilaporkan oleh peneliti. Menurut 

Sugiyono (2013) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu meliputi uji, 

credibility (validitas internal), transferability (validitas ekstemal), dependability 

(reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). 

3.7.1 Uji Credibility 

Setiap penelitian wajib mempunyai kredibilitas sehingga penelitian tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif yaitu 

keberhasilan dalam mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang bersifat 

majemuk atau keterpercayaan dengan hasil penelitian. Dalam upaya 

menjaga kredibilitas penelitian, peneliti melakukan uji kredibilitas yang 

meliputi cara sebagai berikut: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan maka peneliti melakukan 

pengamatan kembali dengan cara kembali lagi ke lapangan, sehingga 

dapat mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh ataupun untuk 

menemukan data-data terbaru. 

2. Triangulasi 

Triangulasi data dapat diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa 

sumber dengan berbagai waktu dan berbagai cara untuk mendapatkan 

data yang valid dengan cara mengecek kebenaran informasi yang ada di 

lapangan. Informasi tersebut perlu dicek kebenarannya supaya hasil 

penelitian dapat dipercaya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi sumber. Apabila ditemui perbedaan keterangan antara 

informan yang sudah memberikan informasi terkait implementasi PKH, 

maka peneliti akan menanyakan kembali perbedaan keterangan tersebut 

kepada informan lainnya yang dianggap relevan, sehingga mendapatkan 

suatu kebenaran. 
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3.7.2 Uji Transferability 

Transferability adalah validitas eksternal dalam suatu penelitian kualitatif, 

teknik ini mengharuskan peneliti untuk melaporkan hasil penelitiannya 

sehingga deskripsinya itu dilakukan secara teliti dan secermat mungkin yang 

mampu menggambarkan bagaimana tempat penelitian diselenggarakan. 

Deskripsinya harus bisa mengungkapkan secara khusus agar bisa dipahami. 

Temuan pada penelitian tersebut adalah penafsiran yang diselesaikan dalam 

bentuk uraian rinci yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3.7.3 Uji Dependability 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan cara 

mengaudit keseluruhan dari proses penelitian. Caranya yaitu dilakukan oleh 

pembimbing yang dapat melakukan audit keseluruhan kegiatan peneliti 

dalam melakukan penelitian. 

3.7.4 Uji Confirmability 

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability hampir sama dengan uji 

depenability, sehingga proses pengujiannya bisa dilaksanakan secara 

bersama-sama. Uji confirmability berarti menguji hasil dari penelitian yang 

selanjutnya dikaitkan dengan proses yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan mengenai implementasi kebijakan 

PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus dan menyimpulkan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam 

implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. 

Adapun kesimpulan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus sudah berjalan dengan cukup baik. Pada indikator standar dan 

sasaran kebijakan sudah menunjukkan bahwa kebijakan PKH sudah jelas dan 

terukur sehingga kebijakan tersebut dapat direalisasikan. Selain itu 

implementasi PKH dapat berjalan karena adanya komunikasi yang baik antar 

organisasi dengan implementor PKH. Implementasi PKH juga mempengaruhi 

indikator kondisi sosial, dan ekonomi, yaitu dalam hal kondisi sosial 

berubahnya pola pikir KPM PKH menjadi lebih baik lagi, yang mana KPM 

PKH terpacu untuk dapat menyekolahkan anaknya, dan peduli akan kesehatan 

keluarganya, sehingga dapat menciptakan keluarga yang berpendidikan, sehat, 

dan sejahtera, sedangkan dalam hal ekonomi dapat mengurangi beban 

pengeluaran dan terbentuknya kelompok UMKM yang memanfaatkan hasil 

bumi yang ada disekitar Kecamatan Wonosobo. Namun dalam pelaksanaannya 

masih ditemui beberapa masalah, masalah tersebut terdapat dalam indikator 

sasaran kebijakan dan sumber daya, yang mana belum tepatnya sasaran 
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penerima bantuan PKH, masih kurangnya jumlah SDM PKH, masih 

kurangnya dukungan sumber daya non-manusia atau kebutuhan sarana dan 

prasarana untuk mendukung implementor dalam manjalankan kegiatan PKH, 

dan masih terdapat masalah pemotongan dana bantuan yang dilakukan oleh 

ketua kelompok PKH di Pekon Dadimulyo Kecamatan Wonosobo. Namun 

terlepas dari hal tersebut pada indikator disposisi implementor, pendamping 

PKH menyikapi kebijakan ini dengan positif, dan melaksanakan kegiatannya 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

 

2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan PKH di Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh faktor dukungan, yang 

mana seluruh instansi baik dari bidang pendidikan, kesehatan, maupun aparat 

desa mendukung dalam seluruh kegiatan PKH, sudah terdapat Puskesos 

sebagai perpanjangan tangan dari Dinsos di tingkat desa, dan sudah mulai 

munculnya kesadaran dari diri KPM PKH untuk dapat merubah pola pikirnya. 

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu dipengaruhi oleh faktor informasi 

yaitu masih terkendala susahnya sinyal di desa, sehingga menghambat dalam 

proses penginputan data KPM. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor isi 

kebijakan, yang mana masih banyak KPM PKH yang tidak menggunakan dana 

bantuannya sesuai dengan komponen yang telah ditentukan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan PKH dalam 

Memutus Rantai Kemiskinan (Studi di Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus)” maka peneliti memberikan saran yang nantinya diharapkan dapat 

memperbaiki proses implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Wonosobo. 

Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut: 
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1. Perlu adanya penambahan jumlah SDM PKH dalam hal ini yaitu pendamping 

di Kecamatan Wonosobo. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memaksimalkan 

kinerja para implementor, sehingga dapat fokus mendampingi KPM PKH. 

2. Perlu adanya dukungan sumber daya non-manusia yaitu sarana dan prasarana 

untuk implementor PKH. Dukungan tersebut yaitu berbentuk fasilitas seperti 

laptop, proyektor, ATK, pengeras suara, dll. Dengan adanya fasilitas yang 

lengkap maka dapat memudahkan implementor dalam proses implementasi 

PKH. 

3. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara implementor PKH 

dengan aparat pemerintah pusat maupun daerah, instansi pendidikan, instansi 

kesehatan, maupun instansi lainnya yang ada di Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus. 

4. Perlu adanya evaluasi rutin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Tanggamus terkait dengan kinerja implementor PKH yang ada di Kecamatan 

Wonosobo, sehingga dapat meminimalisir kejadian jarang dilakukannya 

kegiatan pendampingan atau P2K2. 

5. Untuk membuat KPM PKH yang sudah dianggap mampu agar dapat 

melakukan graduasi mandiri, maka perlu adanya reward agar KPM PKH 

tersebut terpacu untuk melakukan graduasi mandiri, reward tersebut bisa 

berupa bantuan dana usaha atau sejenisnya.
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